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Abstract. This research discusses the role of Islamic financial institutions (LKS) in
providing Sharia-based business capital to enhance local business economy in Sleman
District. Through a qualitative approach focusing on interviews and literature studies,
this research explores the perspectives of business actors and community leaders
regarding the role of LKS in empowering micro, small, and medium-sized enterprises
(MSMEs) based on Sharia principles. The research findings indicate that LKS plays a
crucial role in providing Sharia-compliant financing access, supported by education and
financial management guidance. However, there are still challenges such as the
complexity of the financing process that requires simplification. Therefore, close
cooperation is required among LKS, local government, and the community to overcome
these obstacles, through innovations such as technology-based financing platforms,
training and mentoring programs, and enhancement of Sharia financial literacy. Through
the proposed suggestions, it is hoped that the role of LKS in empowering Sharia-based
MSMESs in Sleman District can be further strengthened, supporting local economic
growth and improving overall community well-being.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia-Based Business Capital, Local Business
Economy.

Abstrak. Penelitian ini membahas peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam
menyediakan modal usaha berbasis syariah untuk meningkatkan ekonomi usaha di
Daerah Sleman. Melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara dan studi
pustaka, penelitian ini mengeksplorasi pandangan pelaku usaha dan tokoh masyarakat
terkait dengan peran LKS dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS memainkan peran
krusial dalam memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan
dukungan dalam edukasi dan bimbingan manajemen keuangan. Namun, masih terdapat
tantangan seperti kompleksitas proses pembiayaan yang memerlukan penyederhanaan.
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama erat antara LKS, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam mengatasi hambatan tersebut, dengan implementasi inovasi seperti
platform pembiayaan berbasis teknologi, program pelatihan dan pendampingan, serta
peningkatan literasi keuangan syariah. Melalui saran-saran yang diajukan, diharapkan
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peran LKS dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Daerah Sleman dapat
semakin diperkuat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah,Modal Usaha Berbasis Syariah, Peningkatan
Ekonomi Usaha.

LATAR BELAKANG

Sektor inti menyokong pertumbuhan ekonomi wilayah karena keunggulan
kompetitifnya yang tangguh. Sementara itu, sektor tambahan, meskipun kurang
menjanjikan secara langsung, dapat memberikan dukungan bagi sektor inti atau layanan
industri. Menurut teori basis ekonomi Richardson, permintaan produk dan layanan dari
luar daerah adalah faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan
memanfaatkan sumber daya lokal untuk ekspor, seperti tenaga kerja dan bahan baku,
pengembangan industri dapat meningkatkan kekayaan daerah dan menciptakan lebih
banyak peluang kerja (Tutupoho, 2019). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
terbagi menjadi satu kota dan empat kabupaten, masing-masing dengan karakteristik
geografis yang berbeda. Hal ini mengakibatkan variasi dalam potensi ekonomi di setiap
kabupaten dan kota, yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
yang beragam. Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 574,820 km2 dan populasi
1.248.258 jiwa, dengan PDRB sebesar Rp 33.906.373 juta. Kabupaten Bantul, dengan
populasi 1.036.489 jiwa dan luas wilayah 508,130 km2, memiliki PDRB sebesar Rp
18.838.125 juta. Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah 32,500 km2 dan populasi
438.761 jiwa, mencatatkan PDRB sebesar Rp 27.014.491 juta. Kabupaten Kulonprogo,
dengan populasi 437.373 jiwa dan luas wilayah 586,280 km2, memiliki PDRB sebesar
Rp 8.414.316 juta. Sementara Kabupaten Gunungkidul, dengan luas wilayah 574,820
km2 dan populasi 758.316 jiwa, memiliki PDRB sebesar Rp 13.515.288 juta. Kabupaten
Kulonprogo menonjol sebagai kabupaten dengan PDRB dan pertumbuhan PDRB
tertinggi, sementara Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pertumbuhan PDRB
terendah (Rosyidah, 2022).

Indonesia menerapkan dual system dalam sistem keuangannya, yang terdiri dari
konvensional dan syariah. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ini

memberikan peluang besar bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Lembaga
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keuangan syariah mengikuti prinsip syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Kesepakatan
antara lembaga keuangan dan nasabah dalam pembagian hasil dan margin keuntungan
mencerminkan prinsip keadilan. Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam
pengembangan ekonomi nasional menggambarkan nilai kemanfaatan. Memperlakukan
nasabah sebagai mitra dalam berbagi keuntungan dan risiko secara seimbang
mencerminkan keseimbangan. Prinsip Islam sebagai agama yang mengutamakan rahmat
untuk seluruh alam tidak membedakan antara golongan masyarakat berdasarkan agama,
suku, atau ras, menunjukkan nilai universal dari lembaga keuangan syariah (Hasda,
2021). Menurut penelitian Budiman (2022) Lembaga keuangan syariah memiliki potensi
pasar yang besar, terutama karena dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan

ekonomi syariah domestik yang signifikan. (Budiman, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam keuangan syariah Kurangnya pemahaman yang
menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah di antara investor dan pelaku pasar menjadi
salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasar modal syariah (Supriadi, 2023).
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
mengenai prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari berinvestasi secara syariah.
Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan minat dan keterlibatan dalam
pasar modal syariah dapat meningkat (Nila Atikah, 2024). Menurut laporan dari Warta
Ekonomi (2016) sebagian besar UMKM, yang mencakup sembilan puluh persen dari total
jumlah pelaku usaha di Indonesia, umumnya belum memiliki pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan yang memadai dalam mengelola sumber daya keuangan untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Temuan PricewaterhouseCooper (PwC) pada bulan
Juni 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 74% UMKM di Indonesia belum memiliki
akses terhadap pembiayaan, dikarenakan tingkat literasi dan inklusivitas keuangan yang
masih rendah di kalangan UMKM. Jumlah UMKM mencapai 58,9 juta pada tahun 2018.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah persyaratan dari lembaga
keuangan, di mana UMKM diharuskan untuk memiliki kinerja keuangan yang baik agar
dapat dinilai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan akses permodalan. Rendahnya
tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi penyebab utama minimnya

akses lembaga keuangan terhadap sektor UMKM (Sailendra Sailendra, 2019).
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Dalam konteks Sleman, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang krusial
dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah. Dengan menyediakan akses ke modal
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan ini membuka peluang bagi
pelaku usaha di Sleman untuk meningkatkan ekonomi mereka secara berkelanjutan.
Sehingga peneliti menyajikan gambaran tentang judul artikel yaitu “Peranan Lembaga
Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk
Peningkatan Ekonomi Usaha Di Daerah Sleman”. Melalui pendekatan yang sesuai
dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan, modal
usaha yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan
ekonomi lokal. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah menjadi penting

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan usaha di daerah Sleman.
RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian menyajikan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana
peranan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah

untuk mendukung peningkatan ekonomi usaha di daerah Sleman?”
TUJUAN
Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah diberikan:

1. Menyelidiki peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan modal usaha
yang berlandaskan prinsip syariah di daerah Sleman.

2. Menganalisis dampak penyediaan modal usaha berbasis syariah oleh lembaga
keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi usaha di Sleman.

3. Memahami persepsi dan pengalaman pelaku usaha terkait dengan penggunaan
modal usaha syariah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka di Sleman.

4. Mencari rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas lembaga
keuangan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi usaha di daerah

Sleman.

KAJIAN TEORITIS
Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut penelitian Kristianti (2020)

memainkan peran sebagai perantara dalam proses menghubungkan masyarakat melalui
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kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana, yang dikenal sebagai fungsi intermediasi.
Penelitian Budiono (2017) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan untuk menjamin
kehalalan produk keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan
pertumbuhan bisnis yang cepat saat ini, jumlah perusahaan perbankan, baik konvensional
maupun syariah, serta lembaga keuangan berbasis syariah, semakin bertambah seiring
perkembangan yang pesat tersebut (Maryani, 2021). Dalam jurnal yang ditulis oleh
Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri tentang Konsep Keadilan dalam Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah Irhamna (2020), dibahas
secara mendalam bagaimana konsep keadilan yang diatur dalam ganun LKS Aceh tahun
2018. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa qanun LKS Aceh berusaha untuk
mengislamisasi semua lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah, serta
sungguh-sungguh menerapkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah sesuai

dengan prinsip syariah.

Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen menurut KBBI, merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk
melakukan suatu tindakan. Namun, menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah
sebuah perjanjian yang meningkatkan nilai aset atau liabilitas keuangan, atau instrumen
ekuitas lainnya. Prastyo et al (2017) pada penelitian Syafiq Mahmadah Hanafi (2022)
mendefinisikan instrumen keuangan syariah sebagai suatu perjanjian atau kontrak khusus
di mana ketentuan dan kondisinya akan menentukan risiko dan keuntungan yang spesifik.
Dengan kata lain, instrumen keuangan Islam merupakan produk-produk keuangan yang
mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional,
instrumen keuangan Islam tidak hanya memiliki dimensi komersial, tetapi juga mencakup

instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah.

Pemberdayaan UMKM

Pada penelitian Singgih Muheramtohadi (2017) Lembaga Keuangan Syariah
memiliki potensi untuk menjadi lembaga keuangan yang memfasilitasi pemberdayaan.
Pemberdayaan, sebuah istilah yang umumnya digunakan dalam lingkup organisasi non-
pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dikenal dengan istilah
"empowerment" dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, empowerment diartikan

sebagai upaya penguatan potensi manusia, baik secara individu maupun secara kolektif
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dalam masyarakat, dengan tujuan memberikan inisiatif dan kontrol yang lebih besar
terhadap kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo, 2007). Penelitian Mudhori Ahmad
(2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran penting dalam ekonomi,
termasuk dalam hal pengelolaan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Lembaga
keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam
aktivitas keuangan, termasuk mendukung UMKM dengan menyediakan akses modal
sesuai syariah. Ini membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka, yang pada

gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN
Metode

Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara
dan studi pustaka. Pertama, wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait,
termasuk pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga keuangan syariah
(LKS). Wawancara ini akan bertujuan untuk mendalami proses pengelolaan modal usaha
berbasis syariah, strategi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam
meningkatkan ekonomi usaha di Daerah Sleman. Selain itu, persepsi mereka tentang
peranan LKS dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah akan dieksplorasi.
Kedua, studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan
tentang konsep dan praktik modal usaha berbasis syariah, teori-teori terkait pembangunan
ekonomi lokal, dan hasil penelitian terdahulu dalam konteks serupa. Gabungan antara
wawancara dan studi pustaka diharapkan akan memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang peran LKS dalam ketersediaan modal usaha berbasis syariah untuk

meningkatkan ekonomi usaha di Daerah Sleman.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha dari berbagai sektor di
Daerah Sleman dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam
pembangunan ekonomi lokal serta pengelolaan modal usaha syariah. Sampel akan dipilih
dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk pelaku usaha, sampel akan
dipilih dari UMKM yang berbasis syariah dan juga dari sektor-sektor lainnya, dengan
kriteria inklusi berdasarkan penggunaan modal usaha berbasis syariah dan tingkat

partisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Sementara itu, tokoh masyarakat yang
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memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan ekonomi lokal serta
pengelolaan modal usaha syariah akan diwawancarai berdasarkan rekomendasi dari pihak
terkait dan kriteria inklusi yang relevan. Jumlah sampel yang dibutuhkan akan ditentukan
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberagaman data yang diinginkan dan

keterbatasan sumber daya yang tersedia.

KONSEPTUALISASI
| — 4
Menurut penelitian Kristianti (2020),
Lembaga Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Keuangan berperan sebagai penghubung antara
Svariah masyarakat dengan kegiatan pengumpulan
Y Y 2 2 pengump
( N (Maryani, 2020) dan penyaluran dana, yang biasa disebut
sebagai fungsi intermediasi.
| N \_
Peranan Lembaga pe N
Keuangan Syariah
— Instrumen keuangan syariah merupakan
Dalan.l Instrumen kesepakatan atau perjanjian khusus di mana
Ketersediaan Keuanean syarat-syaratnya menentukan risiko dan
Modal Usaha i I-% 5 keuntungan yang spesifik. Secara
Berbasis Syariah ya“i (1) ,S - )ana 1, sederhana, instrumen keuangan Islam
Untuk eves adalah produk-produk keuangan yang
Pentiakat ~— sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
eningxkatan
: - J
Ekonomi
e )
\_ ) Lembaga keuangan syariah didirikan dengan
Pemberdayaan maklsud du;ltuk mengiigpkankan prinsip-prinSUkip
UMKM (Singgih Islam dalam transaksi keuangan, termas
Nhiheanitoha ﬁznm!)er;kan dukungan kepada U.MK'M‘denga.n
yediakan modal sesuai prinsip syariah. Hal
(2017) ini membantu UMKM dalam mengembangkan
usaha mereka.
\. J
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Sebuah penelitian kualitatif telah dilaksanakan untuk memahami peran lembaga
keuangan syariah (LKS) dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Daerah Sleman. Metode penelitian ini difokuskan pada wawancara dan studi
pustaka. Populasi yang menjadi subjek penelitian terdiri dari pelaku usaha dari berbagai
sektor di Daerah Sleman serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman dalam pengelolaan modal usaha syariah. Sampel dipilih melalui metode
purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria penggunaan modal usaha

berbasis syariah dan tingkat partisipasi dalam ekonomi lokal.
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Hasil wawancara menampilkan beragam pandangan dari para responden tentang
motivasi, pengalaman, dan strategi dalam mengelola usaha mereka. Sebagai contoh, Budi
Santoso, pemilik toko kelontong, menegaskan bahwa salah satu motivasinya adalah untuk
memberikan kontribusi kepada ekonomi lokal. Di sisi lain, Ratna Dewi, pemilik toko
buku syariah, menyoroti kendala sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan
konvensional yang kurang memahami prinsip syariah. Dari sisi tokoh masyarakat, seperti
yang diutarakan oleh Andi Prasetyo dan Joko Susilo, ada pengakuan terhadap dukungan
yang signifikan dari masyarakat terhadap usaha berbasis syariah. Mereka meyakini
bahwa masyarakat lebih memilih produk mereka karena nilai-nilai syariah yang dijunjung
tinggi. Namun, tantangan tetap ada, sebagaimana yang disampaikan oleh Maria Wati,
pemilik warung makan syariah, yang menghadapi kesulitan dalam menjaga kualitas

produk dan layanan.

Dari Hasil wawancara yang melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang
usaha menunjukkan gambaran yang beragam terkait peran lembaga keuangan syariah
dalam pemberdayaan UMKM di Daerah Sleman. Dari perspektif Abdul Rahman, pemilik
usaha kerajinan tangan syariah, peran LKS sangat penting dalam memberikan akses
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurutnya, ini menjadi faktor krusial
dalam mendukung perkembangan usaha kecil seperti miliknya yang berbasis syariah.
Sementara itu, dari sudut pandang Siti Hajar, seorang pedagang tekstil syariah, terlihat
bahwa keberadaan LKS tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga
memberikan edukasi dan bimbingan terkait manajemen keuangan yang sesuai dengan
prinsip syariah. Baginya, hal ini telah membantu dalam pengelolaan usahanya secara
lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, tidak bisa diabaikan pula bahwa
masih ada tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha berbasis syariah. Hal ini
tercermin dari pandangan Aulia Rahman, pemilik usaha kuliner syariah, yang
menyebutkan bahwa meskipun ada akses pembiayaan dari LKS, namun terkadang
prosesnya masih terlalu rumit dan memakan waktu. Selain itu, dia juga merasa bahwa
masih diperlukan lebih banyak dukungan dalam hal pelatihan dan pengembangan

keterampilan yang khusus untuk usaha berbasis syariah.
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Pembahasan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga
keuangan syariah (LKS) di Daerah Sleman memiliki dampak yang signifikan dalam
meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem bisnis berbasis syariah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran LKS dalam memberikan akses pembiayaan yang
sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan
keberlanjutan usaha kecil berbasis syariah. Narasumber seperti Abdul Rahman dan Siti
Hajar mengakui bahwa keberadaan LKS tidak hanya memberikan akses pembiayaan,
tetapi juga edukasi dan bimbingan manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip
syariah, yang secara keseluruhan telah membantu meningkatkan kualitas dan
kelangsungan usaha mereka. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi

oleh para pelaku usaha berbasis syariah juga tidak dapat diabaikan.

Sebagian narasumber, seperti yang diungkapkan oleh Aulia Rahman, menyoroti
beberapa kendala terkait proses pembiayaan yang masih rumit dan memakan waktu. Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun akses pembiayaan tersedia, namun masih dibutuhkan
upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi dalam
pengelolaan modal usaha syariah. Dalam konteks ini, diperlukan kerjasama yang erat
antara LKS, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan
yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan
dan pengembangan keterampilan khusus untuk pelaku usaha berbasis syariah, serta
menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu,
masyarakat dapat terus memberikan dukungan terhadap produk dan usaha berbasis
syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan

berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat dipertimbangkan untuk
meningkatkan peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam pemberdayaan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Sleman:

1. Platform Pembiayaan Berbasis Teknologi :
Financial Technology atau Fintech adalah sebuah bentuk inovasi terbaru dalam

menggunakan teknologi informasi dalam industri jasa keuangan, yang sedang
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populer di Indonesia saat ini. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta oleh
Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan-
peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum bagi fintech konvensional di
Indonesia. Penelitian Septi Tri Wulandari (2019) menunjukkan bahwa PT. Dana
Syariah Indonesia, sebuah perusahaan fintech, menggunakan konsep pembiayaan
peer to peer untuk menghubungkan pendana dengan penerima pembiayaan melalui
satu platform. Seorang penerima pembiayaan dapat didukung oleh sekelompok
pendana yang berinvestasi dalam dana yang telah terkumpul dari beberapa pendana
lainnya. Pada akhirnya, para pendana akan memperoleh sebagian dari margin atau
keuntungan dari dana yang dipinjam, dengan syarat dan ketentuan yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak.

Program Pelatihan dan Pendampingan :

Pelatihan dan Pendampingan Program bagi pengusaha berbasis syariah merupakan
sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman
para pelaku usaha dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Program ini umumnya mencakup kegiatan pelatihan serta pendampingan langsung
setelahnya, bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha dapat
mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas sehari-hari
mereka (Ismanto, 2020). Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha berbasis
syariah adalah suatu kegiatan yang sangat vital dalam meningkatkan kapasitas dan
pemahaman mereka dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Program ini memiliki aplikasi yang luas, mencakup pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah, pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, serta
pendidikan. Program ini telah terbukti efektif dalam implementasinya (Wahyu Febri,
2023).

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah :

Meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat

krusial dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, terutama di
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Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Literasi keuangan syariah
melibatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti
larangan riba, konsep murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, dan
ijjarah (Yessi Nesneri, 2023). Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan
syariah adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah
kepada masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar untuk

menggunakan produk dan layanan perbankan syariah (Sugiarti, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga
keuangan syariah (LKS) di Daerah Sleman memiliki dampak signifikan dalam
meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem bisnis berbasis syariah. Peran
LKS dalam memberikan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci
utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil berbasis syariah,
dengan tambahan dukungan dalam edukasi dan bimbingan manajemen keuangan. Meski
demikian, tantangan seperti proses pembiayaan yang rumit menuntut upaya
penyederhanaan dan peningkatan efisiensi. Dibutuhkan kerjasama erat antara LKS,
pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan
pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pelatihan dan pengembangan
keterampilan serta penciptaan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat terus
memberikan dukungan terhadap produk dan usaha berbasis syariah. Inovasi-inovasi
seperti platform pembiayaan berbasis teknologi, program pelatihan dan pendampingan,
serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan
untuk meningkatkan peran LKS dalam pemberdayaan UMKM di Daerah Sleman, dengan
harapan terciptanya ekosistem bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan, serta

memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Saran

Dalam meningkatkan peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Sleman, sejumlah
saran dapat diusulkan. Pertama, LKS perlu memperkuat aksesibilitas dan efisiensi dalam

proses pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah dengan menyederhanakan prosedur dan
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mengadopsi teknologi yang mendukung. Kedua, program pelatihan dan pendampingan
bagi pelaku usaha perlu diperkuat untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif
dalam mengelola bisnis secara efektif. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan
pelatihan bisa menjadi solusi untuk menyediakan pelatihan yang relevan. Ketiga, promosi
literasi keuangan syariah perlu terus ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan
sosialisasi, khususnya di kalangan generasi muda. Terakhir, kolaborasi yang erat antara
LKS, pemerintah daerah, lembaga keuangan konvensional, dan pemangku kepentingan
lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan
UMKM berbasis syariah. Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan peran
LKS dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Daerah Sleman dapat semakin
diperkuat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.
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